
AR`IP

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 4t TAHUN aotg

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Di KOTA SEIVIARANG

lvlenimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa Peraturan walikota semarang Nomor 19 Tahun
2ol3 tentang Fetunjuk Pelaksanaan Retribusi pengujian
Kendaraan Bermotor di Kota Semarang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 48 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2Ol3
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi pengujian
Kendaraan Bermotor di Kota Semarang perlu
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pengujian
kendaraan bermotor dan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pel.aksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor di Kota Semarang;

Mengingat: 1.
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2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-<iaerah Kota Besar
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Negara

tentang
Daiam

'Iengah,



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 47, "talr.batran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I 'I'ahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (fembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 20O9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C11
Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebegaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2074 ter,tang Pemerintahan Daerah {i.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1926 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

，
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di WilaYah
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2Ol2 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5310);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O12 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 lentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayalan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlZ tentang
Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l
Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangal;

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1l Tahun
2O06 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor I Seri E,
Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kota. Semarang Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahan atas peraturan Daerah Kota Semaran!
Nomor 11 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Daerah Kota Semaran g Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Iembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);
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Menetapkan:

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2Ol,
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor I Tahun 2017 tentang perubahan Kedua Atai
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahr:urr 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
(l,embaran Daerah Kota Semarang Tahun 2Tli
Nomor 1);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan

llenleri Dalam Negeri Nouror 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 133 Tahun
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 156
Tahun 2016 tentang Kompeterisi penguji Bertala
Kendaraan Bermotor;

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelalsanaan Retribusi pengujian
Kendaraan Bermotor di Kota Semarang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 48 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi pengujian
Kendaraan Bermotor di Kota Semarang;

27. Peraturan Walikota Semarang Nomor ZS Tahun 2O76
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas perhubungan Kota
Semarang;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 19
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
SEMARANG.

4



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 19
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah:

a. pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. pemilik kendaraan bermotor yang tidak wajib uji narnun
membutuhkan pelayanan pengujian atas permintaan pemilik
kendaraan bermotor;

c. pemilik kendaraan bermotor khusus yang membutuhkan pelayanan
pengujian atas permintaan pemilik kendaraan bermotor;

d. pemilik kendaraan bermotor dari daerah lain yang membutuhkan
pelayanan numpzrng uji ke Kota Semarang; dan

e. pemilik kendaraan bermotor yang membutuhkan pelayanan mutasi
masuk ke Kota Semarang.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yarrg berupa
Formulir Permohonan Pendaftaral Uji Kendaraan Bermotor.

(2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan persyaratan
administratif.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Wajib Retribusi yang datang ke Dinas Perhubungan untuk
mendaftarkan uji kendaraan bermotor dengan 2 (dua) cara:

1. Wajib Retribusi datang langsung membawa kendaraan
bermotor wajib uji untuk kendaraan bermotor uji pertama,
mutasi masuk, numpang uji masuk dan kendaraan rubah
bentuk langsung mengajukan permohonan melalui loket
pelayanan dengan menunjukan dan/atau melengkapi
persyaratan administratif pengujian kendaraan; dan

2. Wajib Retribusi datang langsung membawa kendaraan
bermotor wajib uji berkala langsung mengajukan permohonan
uji melalui loket pelayan an diue thru dengan menunjukan
dan/atau melengkapi persyaratan administratif pengujian
kendaraan.

b. Wajib Retribusi yang dilayani dengan cara uji keliling.
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(4) Kelengkapan persyaratan administratif pengujian kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai
berikut:

a. Pelayanan Uji Berkala untuk pertama kali/baru meliputi:
1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi;
2. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi;
3. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik, asli dan

fotokopi;

4. SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe);

5. SKHPM (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu) asli;
6. Tanda Tera bagi kendaraan wajib tera;

7. Mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan yang telah
disediakan;

8. Memilliki bukti lunas pembayaran Retribusi pengujian
Kendaraan Bermotor; dan

9. Rekomendasi mobil penumpang,
umum/pariwisata.

b. Pelayanan Uji Berkala lanjutan atau periodik meliputi:
1. Mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan yang telah

disediakan;

2. Memilliki bukti lunas pembayaran Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

3. Buku uji berkala asli:
4. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi;
5. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi;
6. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik, asli dan

fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan bermotor jika
yang bersangkutan tidak datang sendiri;

7. lzin Trayek bagi mobil penumpang umum asli dan fotokopi; dan
8. Tanda Tera bagi kendaraan wajib tera.

c. Pelayanan Rekomendasi untuk Numpang Uji Keluar Wilayah
meliputi:

1. Mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan yallg telah
disediakan;

2. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi;
3. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi;
4. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik, asli dan

fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan bermotor jika
yang bersangkutan tidak datang sendiri;

penumpang
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5. Menunjukan Buku uji dan tanda uji yang masih berlaku; dan

6. memenuhi ketentuan:

a) masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo untuk
kendaraan bermotor yang sedang berada di luar kota dan
digunakan untuk kegiatan usaha tempat Kantor Cabang
tersebut berdomisli di luar Kota Semarang yang dibuktikan
dengan izin usaha Kantor Cabang;

b) dikenai sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan serta wajib uji oleh
Pemerintah Daerah lain; atau

c) peralatan uji di Kota Semarang dalam keadaan rusak atau
tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pelayanan Numpang Uji Masuk, meliputi:

1. Mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan yang telah
disediakan;

2. Memilliki bukti lunas pembayaran Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

3. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi;

4. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi;

5. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik, asli dan
fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan bermotor jika
yang bersangkutan tidak datang sendiri;

6. Menunjukan Buku uji dan tanda uji yang masih berlaku; dan

7. Rekomendasi/Surat Keterangan tidak keberatan dari
Pemerintah Daerah asal kendaraan bermotor untuk diuji di
Daerah lain atau dikenai sanksi pelanggaran karena tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta wajib uji
oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pelayanan Mutasi Uji Keluar, meliputi:
1. Mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan yang telah

disediakan;

2. Surat Keterangan Fiskal asli dan fotokopi atau STNK (Surat
Tanda Nomor Kendaraan) domisili baru asli dan fotokopi;

3. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi;

4. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik, asli dan
fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan bermotor jika
yang bersangkutan tidak datang sendiri; dan

5. Menunjukan Buku uji dan tanda uji yang masih berlaku.

e
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f. Pelayanan Mutasi Uji Masuk, meliputi:
1. Mengisi dan melengkapi Formulir permohonan yang telah

disediakan;

2. Memilliki bukti lunas pembayaran Retribusi pengujian
Kendaraan Bermotor;

3. Menyerahkan Surat Pengantar Mutasi dari unit pelaksana
pengujian berkala asal;

4. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi;
5. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi;
6. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik, asli dan

fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan bermotor jika
yang bersangkutan tidak datang sendiri; dan

7. Menunjukan Buku uji dan tanda uji yang masih berlaku.

g. Pelayanan penerbitan bukti lulus uji
hilang/rusak/tidak dapat dibaca, meliputi:
1. Menunjukan Buku uji dan tanda uji yang masih berlaku;
2. melampirkan identitas pemilik kendaraal bermotor; dan
3. melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian

setempat dan bukti pengumuman kehilangan yang dimuat di
media massa untuk Bukti Uji Berkala yang hilang.

(5) Petugas administrasi memeriksa kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) telah dipenuhi, Wajib Retribusi
memperoleh SKRD atau Formulir permohonan pendaftaran Uji
Kendaraan Bermotor.

(7) Dalam hal kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi, Wajib Retribusi
harus memenuhi persyaratan administratif terlebih dahulu.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Tempat dan Pembayaran Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor
dilaksanakan di Dinas secara non tunai dan tunai.

(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasa_l 3,
tercantum dalam l"ampiran Peraturan Walikota ini.

(3) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara lunas sekaligus.
(4) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi diterima melalui fasilitas

perbankan atau diterima oleh Bendahara penerima Dinas.

berkala yang
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(5) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari ke4'a
terhitung sejak retribusi diterima.

(6) Apabila hari penyetoran sebagairnana dimaksud pada ayat (5) jatuh
pada hari libur, maka penerimaan retribusi harus disetorkan pada
hari berikutnya.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3t ,uLl ,ol8

Diundangkan di Semarang
pada tanggal t1 lvi aot$
q.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BERITADAERAH KOTASEMARANGTAHUN N+ NOMOR AOIE

HENDRAR PRIHADI
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TENTANG ETUN、 子lJK PEI.RSANAA下

PERATIJRAN
TAHUN 2013
RETRIB■ ISI

PENGU」IAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
SEMARANG.

a. Pormulir Nor. MueTTnt:

PEIERINTAH KOTA SEMA― G

DINAS PERHUBUNGAN

Л)職
駐£lyliR記盤鮪ヨ蟹島]懸翼胤

bS

Wcbsi∝ :diShubkom董fokoねSmg go ld

FORMULIR PERMOHOI{AN PENDAFTARAN UJI IIEITDARAAIT BERDIOTOR

{SI'RAT I{ETERAI{GAI{ RETRIBUSI DATRAH }

PEI{DAFTARAN UNTUK:
a. No. Uji/Pemeriksaan
b. Nama Pemilik
c. Alanlat Peiliiik
d. IvIerk/Tipe Kendaraail

Tahun Pembuatan
Jenis Kendaraan

＆
ｈ

ｉ

■
　
ｋ

Ｌ

No. Kendaraan
No. Mesin
No. Rangka
Sifat Penggunaan

Tanggal habis masa uji
JBB

Ｃ

一Ｌ

PERHATIAN
L Biaya retribusi harus dibayar lunas pada

saat melakukan Pendaftaran.
2 Ujikan segera, sebelum masa uji berakhir
3 Untuk menghindari sanksi administrasi

segera laporkan dan ajukan permohonan
apabila kendaraan bermotor dalam keadaan
rusak ,/ lidak beroperasi

Semarang,

Pemohon

BIAYA UJI

Biaya Uji

D e nd a

Sub Total

」umlah RctHbusi harus dibaya-r : Rp.

Lembar I : untuk pemilik
Lembar Il : untuk uji kendaraan
Lembar Iil : untuk BXP

BhYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

BttYA ADMINISTRASI

Buku uji

Plat Tanda Uji

Stickcr Tanda ul

Sub Total

Petugas

NIP

☆

)

Ｒｐ

Ｒｐ

Ｒｐ

ゅ

coret yang tidak perlu

Ｒｐ

Ｒｐ

Ｒｐ

Ｒｐ

( … … … … … … … … … … … … … … … ・ )



PEMERIN′lAH KOTA SEMARANG
DlNAS PERHUBUNGAN

No:

TANDA BUKTI PENERIPIAAN
No:

ルlodel:Bend 26

Lgtlrud .

I/II/H/N Bendaharaw* Kh*".1T""-1_::____ _
Perhubungan Kota Semarang 

:---' - ---= 
- =: -- J =-

terirna uang sebesar Rp.

Nama

r udlloa

sebagai pembayman

Ayat Penerllllla:

107.01.00.00.4.1.2.01.07

X)Jabatan dan Tallda Tangan Bcndaharawan IClusus Penerima

{-lang tersehut diatas diterima

tgl.… …..… ……………・20.… …….



b. Formu lir Driue Thru:

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN
NO:

Bendaharauran Khusus Penetta:DIlas Perhubungan Koしl Scmarang

te動ma ual■ g sebesar Rp.:                           v_ID:
[…

… … … … … … … … … … "… … … … … … … … …
… …

… 1

dtt Nallna:

Alamat

」ENIS

HABIS UJl:

SCb賀口 PCmbayaran

BUKU
PLAT

STICKER
BLヽYA UJI

DENDA

DENDA PERIODlK

～

at Penenlnaan:

1.07010o.004120107

Uang tersebut diatas diterima Penyetor,

Nama :

Nama Bendahara Penerima Alanat:

」BB:

WAuKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI


